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ABSTRAK

PENGARUH OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT, TINDAK LANJUT HASIL
AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI
(Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2021)

Oleh:
Nabila Azzahra

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh opini audit, temuan audit,
dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi pada pemerintah provinsi di
Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kauntitatif
dengan data sekuder. Populasi dari penelitian ini adalah pemerintah provinsi di
Indonesia dengan tahun pengamatan 2017-2021. Jumlah sampel penelitian
sebanyak 26 pemerintah provinsi yang diperoleh melalui Teknik purposive
sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda data panel
dengan menggunakan program software eviews. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa opini audit dan tindak lanjut hasil audit tidak berpengaruh terhadap tingkat
korupsi, sementara temuan audit berpengaruh terhadap tingat korupsi.

Kata kunci: opini audit, temuan audit, tindak lanjut hasil audit, tingkat korupsi
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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF AUDIT OPINION, AUDIT FINDINGS, FOLLOW-UP
ON AUDIT RESULTS ON THE LEVEL OF CORRUPTION
(Study of Provincial Governments in Indonesia 2017-2021)

By:
Nabila Azzahra

This research aims to determine the influence of audit opinions, audit findings,
and follow-up to audit results on the level of corruption in provincial governments
in Indonesia. The method used in this research is a quantitative method with
secondary data. The population of this research is the provincial government in
Indonesia with the observation year 2017-2021. The total research sample was 26
provincial governments obtained through purposive sampling technique. The data
analysis technique used is multiple panel data regression using the eviews software
program. The research results show that audit opinions and follow-up audit results
have no effect on the level of corruption, while audit findings have an effect on the
level of corruption.

Keywords: audit opinion, audit findings, follow-up to audit results, level of
corruption
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Good governance atau tata kelola pemerintah yang baik merupakan suatu
konsep yang diterapkan oleh pemerintah atau organisasi dalam rangka menciptakan
penyelenggaraan pemerintah yang optimal. Dalam usahanya untuk menerapkan
good governance, pemerintah Indonesia berupaya memperbaiki sistem
pemerintahannya dari yang awalnya cenderung sentralisasi menjadi desentralisasi.
Desentralisasi mengharuskan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola
wilayahnya sendiri, termasuk pengelolaan keuangan. Desentralisasi diyakini akan
membawa dampak positif karena masyarakat akan lebih terlibat aktif dalam proses
pengambilan keputusan oleh pemerintah. Namun dalam implementasinya
seringkali muncul berbagai masalah yang mengakibatkan pelayanan publik tidak
mencapai tingkat optimal (Kurniawati & Pratama, 2021). Pengelolaan sumber daya
yang tidak efektif dan rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan dan
pertanggungjawaban adalah dua faktor yang dapat menyebabkan masalah tersebut
terjadi sehingga dapat menyebabkan kecurangan (fraud), salah satunya adalah
korupsi.

Korupsi bukanlah fenomena yang baru muncul setelah reformasi. Cameron et
al. (2009) menemukan bahwa sebelum reformasi, praktik korupsi, kolusi,

nepotisme (KKN) cenderung terpusat di kalangan keluarga presiden, pemimpin



militer, dan konglomerat China. Namun, sejak dimulainya era demokrasi pada
tahun 1998, kebebasan media telah membuat kasus korupsi lebih terpapar (Jehandu
et al., 2020). Korupsi telah diakui dan dilakukan oleh banyak orang, terutama dari
kalangan masyarakat elit. Tindakan korupsi merupakan pelanggaran hukum yang
dilakukan oleh individu, perusahaan maupun pemerintahan dengan maksud
memperolah keuntungan pribadi, merugikan orang lain, atau merugikan suatu
entitas yang memanfaatkan kekuasaan, jabatan, atau posisi, dan dapat merugikan
keuangan negara atau ekonomi nasional serta menghambat pertumbuhan dan
pembangunan nasional yang memerlukan efisiensi tinggi (Aminah, 2020).
Maraknya korupsi pada suatu negara akan menyebabkan berbagai dampak negatif
pada perekonomian dan membuat adanya ketimpangan pendapatan sehingga angka
kemiskinan semakin meningkat. Saat ini, Indonesia masih dihadapkan pada
masalah korupsi yang signifikan di tingkat dunia.
Gambar 1.1

Grafik Corruption Perception Index Negara di Asia Tenggara tahun 2021
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Transparency Internasional (T1) merupakan sebuah organisasi non-pemerintah
dengan cakupan internasional yang bergerak untuk menangani korupsi. Organisasi
ini melakukan pengukuran tingkat korupsi di berbagai negara menggunakan
Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Pesepsi Korupsi (IPK),
menggunakan skala 0-100 yang berarti skor 0 menunjukkan suatu negara sangat
korup, sedangkan skor 100 menunjukkan bahwa suatu negara bersih dari korupsi.
Berdasarkan gambar 1, pada tahun 2021 skor CPI Indonesia mencapai skor 38,
menempatkan Indonesia di peringkat 96 dari 180 negara yang disurvei. Sedangkan
pada tahun 2020, skor CPI Indonesia mencapai skor 37 yang menempatkan
Indonesia di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Dengan demikian,
Indonesia mengalami kenaikan skor 1 menjadi 38 dari 37 pada tahun 2020 ke 2021,
tetapi kenaikan skor tersebut belum mencerminkan peningkatan yang signifikan
sehingga tingkat korupsi di Indonesia dapat dikatakan masih cukup tinggi.

Pada tahun 2021 skor CPI Indonesia masih berada di bawah rata-rata skor CPI
Internasional yang berkisar pada angka 43. Di ruang lingkup Asia Tenggara, posisi
Indonesia dalam hal skor CPI berada pada posisi kelima dengan skor 38, dalam hal
ini Indonesia berada di bawah negara seperti Singapura dengan skor CPI sebesar
85, Malaysia dengan skor CPI sebesar 48, Timor Leste dengan skor CP1 sebesar 41,
dan Vietnam dengan skor CPI 39. Tingkat korupsi yang tinggi dalam suatu negara
dapat merugikan ekonomi negara tersebut dan mengindikasikan kurangnya
efisiensi penyelengaraan pemerintah karena peran pemerintah dalam alokasi
sumber daya masih belum mencapai tingkat optimal (Fahmy Rosyadi & Budding,

2017).



Gambar 1.2

Grafik Tren Penindakan Korupsi oleh KPK di Indonesia
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Menurut Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi yang dipublikasikan oleh
Indonesia Corrupption Watch (ICW) pada tahun 2021 menyampaikan bahwa
penindakan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum dari tahun 2017 hingga 2021
cenderung fluktuatif, sedangkan potensi nilai kerugian negara yang ditimbulkan
akibat korupsi trennya cenderung meningkat. Hal ini mengindikasi bahwa dari segi
pengawasan pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintah setiap tahun
semakin buruk.

Desentralisasi menggeser korupsi dari tingkat pemerintah pusat hingga ke
pemerintah daerah, yang disebut desentralisasi korupsi (Fahmy Rosyadi &
Budding, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa sejak otonomi daerah, seringkali
terjadi kasus korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Jumlah kasus korupsi yang

dilakukan kepala daerah menunjukkan bahwa otonomi daerah (desentralisasi)



menjadi masalah utama dalam mewujudkan pemerintah yang bebas korupsi.

Fenomena banyaknya kasus korupsi berpotensi melahirkan peraturan yang korup

yang menungkinkan pejabat pemerintah daerah untuk mengambil uang rakyat

dengan peraturan yang mereka buat sendiri (Kurniawati & Pratama, 2021). Laporan

Indonesia Corruption Watch mengungkapkan bahwa mayoritas kasus korupsi

dilakukan oleh kepala daerah dan terjadi di sektor non-infrastruktur atau keuangan

daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap menjadi fokus

utama kasus korupsi, oleh karena itu perlu adanya pengawasan yang efektif untuk

mencegah korupsi di daerah, terutama dengan luasnya pelaksanaan otonomi daerah

(Utami, 2020).

Gambar 1.3

Grafik Tren Data Tindak Kasus Korupsi dari tahun 2017 sampai 2021
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Sumber: https://acch.kpk.go.id/berdasarkan-instansi

Jika kasus-kasus dikategorikan berdasarkan lembaga, gambar 3 menunjukkan

bahwa pemerintah kabupaten dan kota adalah tempat paling umum di mana kasus

korupsi muncul. Selain itu, sebagian besar korupsi paling banyak terjadi di


https://acch.kpk.go.id/berdasarkan-instansi

kementerian dan lembaga, sementara itu urutan ketiga terjadi di pemerintah
provinsi. Dengan data tersebut dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah untuk
tercapainya good governance belum mencapai tingkat optimal. Layanan
pemerintah yang lebih baik bagi masyarakat harus disediakan jika otonomi daerah
diberlakukan (Kurniawati & Pratama, 2021).

Salah satu kendala yang harus diselesaikan adalah meningkatnya jumlah kasus
korupsi di pemerintahan daerah Indonesia. Masyarakat kehilangan kepercayaan
pada efektivitas lembaga-lembaga pemerintah karena prevalensi korupsi selama
periode reformasi. Salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas
pemerintahan adalah inisiatif pemerintah dalam upaya memberantas korupsi
(Jehandu et al., 2020). Dalam mencapai good governance dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik penting untuk memenuhi atas ketiga aspek. Aspek
pertama melibatkan pengawasan eksternal oleh masyarakat, masyarakat sipil, dan
pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung
jawab atas tindakannya. Aspek kedua melibatkan pengendalian internal untuk
memastikan bahwa kegiatan pemerintah dilaksanakan secara efisien dan efektif.
Aspek ketiga melibatkan undang-undang dan peraturan (Epriliani, 2022).

Peran lembaga pemeriksaan sangat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia, di mana lembaga tersebut berperan penting dalam mencegah
penyalahgunaan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya dalam organisasi
(Jehandu et al., 2020). Salah satu fungsi pemeriksaan yang dapat
diimplementasikan adalah melalui proses audit, baik itu audit internal maupun

eksternal. Kedua jenis audit tersebut sangat penting untuk mendeteksi atau



memberikan informasi mengenai pelanggaran dan kecurangan, seperti pengeluaran
sumber daya publik yang tidak sesuai atau hilang (Amyulianthy et al., 2022).
Dimungkinkan juga untuk memanfaatkan laporan audit yang dihasilkan untuk
menemukan korupsi pada pemerintah daerah (Triya Setia Ningsih, 2022). Oleh
karena itu, audit pemerintan memainkan peran khusus dalam memerangi korupsi
dengan membentuk mekanisme untuk mengidentifikasi dan menghentikan
perkembangan praktik korupsi.

Opini audit merupakan faktor yang penting untuk mengukur efektivitas
pengawasan dan penilaian kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Albab
et al., 2019). Salah satu indikator yang digunakan oleh Kementerian Keuangan
dalam sistem reward and punishment adalah opini audit yang diberikan oleh BPK.
Mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah salah satu dari tiga
persyaratan untuk sistem pemberian reward, yang memungkinkan pemerintah
daerah untuk mendapatkan insentif tambahan. Dalam upaya menurunkan tingkat
korupsi yang terjadi, opini audit yang wajar menunjukkan bahwa laporan keuangan
memiliki tingkat pertanggungjawaban yang baik. Ketika pemerintah daerah
mendapat opini yang wajar menunjukkan bahwa pengelolaan dana negara telah
terlaksana dengan baik dan tidak ada penyelewengan, terutama korupsi (Kurniawati
& Pratama, 2021). Faktanya, opini audit dan kinerja keuangan yang baik tidak
menjamin bahwa pemerintah daerah tidak terlibat dalam kasus korupsi. Hal ini
terbukti pada tahun 2021, di mana seorang Gubernur Sulawesi Selatan ditangkap
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat dalam kasus

korupsi terkait penerimaan suap dalam proyek infrastruktur di wilayah Pemerintah



Provinsi Sulawesi Selatan. Fakta tersebut bertentangan dengan opini wajar tanpa
pengecualian yang diperoleh Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021.

Bukti temuan pemeriksaan atau temuan audit juga diindikasi dapat
mempegaruhi tingkat korupsi suatu lembaga pemerintahan. Penelitian yang
dilakukan oleh (Amyulianthy et al., 2022) menyatakan bahwa temuan audit, yang
mengungkapkan isu-isu penting dan relevan yang ditemukan selama audit adalah
"builling block™ dari laporan audit. Agar audit dianggap relevan hasilnya harus
sejalan dengan tujuan dan sasaran audit yang dinyatakan, sedangkan temuan
dianggap material harus memiliki pengaruh signifikan terhadap proses organisasi
yang diperiksa. Temuan audit selama proses audit dapat menginformasikan suatu
hal penting terkait adanya masalah-masalah yang ada pada saat audit. Temuan audit
menjelaskan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern merupakan salah satu
unsur penting dalam suatu lembaga pemerintah karena menjadi sarana untuk
mendeteksi adanya korupsi pada lingkungan pemerintahan yang mengakibatkan
kerugian negara (Utami, 2020). Rendahnya sistem pengendalian intern yang
diterapkan akan menjadi potensi penyimpangan pada aspek finansial seperti korupsi
(Perdana & Prasetyo, 2023).

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemerintah daerah dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan administrasi pemerintah daerah
perlu diungkapkan (NurFaidah & Novita, 2022). Jika terjadi peningkatan

ketidapatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dapat



memicu potensi munculnya praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah. Temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
yang diungkapkan Badan Pemeriksa Keuangan RI membuktikan pelanggaran
peraturan perundang-undangan, termasuk tindak pidana korupsi, penyalahgunaan
dan pemborosan uang negara (Kurniawati & Pratama, 2021). Kecurangan seperti
korupsi dapat diminimalkan melalui pencegahan yang efektif, yaitu dengan
mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah dan mendeteksi sejak dini
ketidakpatuhan tersebut. Seharusnya dengan adanya peraturan perundang-
undangan yang berlaku, pemerintah diwajibkan untuk menunjukkan ketaatan
sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Badan Pemeriksa Keuangan memberikan beberapa rekomendasi kepada
pemerintah daerah untuk meningkatkan proses pengelolaan keuangan agar korupsi
dapat dihindari. Auditor membuat rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil audit
untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana negara dan kesalahan
penyelenggaraan pemerintahan yang seharusnya dapat diimplementasikan secara
efektif oleh pemerintah daerah (Kurniawati & Pratama, 2021). Pemerintah daerah
telah menunjukkan komitmen mereka untuk memperbaiki kekurangan dalam
pengelolaan negara dengan mengikuti apa yang telah direkomendasikan oleh
pemeriksa (Amyulianthy et al., 2022). Hal ini dapat meningkatkan kualitas daerah
seiring dengan peningkatan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh
pemerintah daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk mengetahui hubungan

antara hasil audit yang dilakukan oleh BPK dengan tingkat korupsi. Penelitian oleh



Novita Sari Naibaho & Kurnia Shanti (2022) menunjukkan bahwa secara parsial
tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga dipengaruhi oleh opini audit, temuan
audit, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sementara itu, secara simultan tingkat
korupsi di Kementerian/Lembaga dipengaruhi oleh temuan audit, opini audit, dan
tindak lanjut hasil audit. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil
audit dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengidentifikasi kemungkinan
terjadi kasus kecurangan, terutama korupsi di dalam instansi pemerintah. Temuan
penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Albab et al.
(2019).

Beberapa penelitian lainnya justru menunjukkan hal sebaliknya. Penelitian
yang dilakukan oleh Triya Setia Ningsih (2022) menyatakan bahwa temuan audit,
opini audit, dan transparasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi.
Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Budiman
& Amyar, 2021) yang menunjukkan bahwa kasus korupsi di kementerian dan
lembaga Indonesia tidak dipengaruhi oleh opini audit, rekomendasi audit, dan
temuan kerugian negara.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Beberapa
penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara hasil audit dengan
tingkat korupsi, sementara penelitian lain menunjukkan temuan yang sebaliknya.
Dengan melihat latar belakang dan research gap penelitian sebelumnya, serta
kumpulan teori yang sudah ada, peneliti merasa terdorong untuk melakukan
penelitian mengenai pengaruh opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil

audit terhadap tingkat korupsi di lingkungan pemerintah daerah provinsi di
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Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi olen maraknya kasus korupsi yang dapat
berujung pada peningkatan tingkat kemiskinan pada suatu negara. Pemerintah yang
dianggap sebagai entitas independen oleh masyarakat, bertanggung jawab
mengelola keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun
disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga tujuan awal untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Dalam rangka mencegah kasus korupsi,
penelitian ini berfokus pada peran penting audit pemerintah yang efektif sebagai
upaya menciptakan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini diharapkan dapat
menjadi solusi bagi masalah korupsi yang memiliki dampak yang sangat besar bagi
suatu negara.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari
Naibaho & Kurnia Shanti (2022) dengan judul “Pengaruh Temuan Audit, Opini
Audit, Tindaklanjuti  Hasil ~ Audit terhadap Tingkat Korupsi di
Kementerian/Lembaga”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya
adalah pertama, perbedaan pengukuran pada variabel temuan audit dan tindak lanjut
hasil audit. Penelitian terdahulu menggunakan jumlah temuan disesuaikan dengan
jumlah temuan perkapita untuk mengukur temuan audit, sedangkan dalam
penelitian ini menggunakan logaritma natural nilai temuan pemeriksaan BPK RI.
Penelitian terdahulu menggunakan logaritma natural penyetoran penyerahan aset
negara dibatasi dalam rupiah untuk mengukur tindak lanjut hasil audit, sedangkan
dalam penelitian ini menggunakan jumlah TLRHPSR/ jumlah rekomendasi X 100.
Kedua, populasi penelitian. Berbeda dengan penelitian terdahulu, yang berfokus

pada kementerian/lembaga Indonesia, penelitian ini menggunakan pemerintah
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daerah tingkat provinsi di Indonesia sebagai populasinya.

1.2 Rumusan Masalah
Dilihat dari latar belakang penelitian di atas, maka masalah yang dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada pemerintah
provinsi di Indonesia ?

2. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada pemerintah
provinsi di Indonesia ?

3. Apakah tindak lanjut hasil audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada

pemerintah provinsi di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian
Dari perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat

korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis
Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber referensi yang berguna untuk

penelitian mendatang dan sekaligus sebagai pembanding, menambah pemahaman
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dan pengetahuan dalam bidang auditing di sektor publik, khususnya terkait isu
korupsi dengan membuktikan secara empiris opini audit, temuan audit, tindak lanjut

hasil audit terhadap tingkat korupsi.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai alternatif solusi bagi
pemerintah dalam mengatasi permasalahan korupsi, sehingga kasus korupsi
khususnya pada instansi pemerintah tidak lagi merajalela. Hasil penelitian ini dapat
menginspirasi dalam meningkatkan audit yang lebih baik, sistem pengendalian
intern yang lebih kuat, penuntutan kasus korupsi yang lebih efektif, dan mendorong
terlaksananya tindak lanjut hasil audit. Membantu mengarahkan kebijakan dengan

cara mengurangi atau menghilangkan korupsi di Indonesia.
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